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ABSTRACT

This research aims to find out the Implementation of the Transfer of
Regional Property through Grants by the Palembang City Regional Financial and
Asset Management Agency. There are deficiencies and obstacles in implementing the
grant so that the implementation time is longer than predetermined. This type of
research is qualitative using the theory of implementating public policy by George
Edward III which contains 4 critical factors, namely communication, resources,
disposition and bureaucratic structure. The data collection technique used is
conducting in-depth interviews with research informants who match the informant
criteria. The research findings indicate that the implementation of the transfer of
regional property through grants by the Palembang City Regional Financial and
Asset Management Agency has not been fully successful. This is shown in the
analysis of critical factors of communication, resources and bureaucratic structure,
namely the number of staff and websites is still inadequate and the clarity of
information and standard operating procedures is not appropriate. So that
researchers recommend adding the number of staff with the required qualifications
at the Palembang City Regional Financial and Asset Management Agency. In
addition, the delivery of information and the implementation of standard operating
procedures must be adjusted and improvements are needed to the website so that it
does not experience interference in the future.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pemindahtanganan
Barang Milik Daerah Melalui Hibah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Palembang. Adanya kekurangan dan hambatan dalam
mengimplementasikan hibah sehingga waktu pelaksanaannya menjadi lebih lama
dari yang telah ditentukan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan
teori implementasi kebijakan publik oleh George Edward III yang memuat 4 faktor
kritis yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Teknik
pengumpulan data yang digunakan ialah melakukan wawancara mendalam bersama
informan penelitian yang sesuai dengan kriteria informan. Temuan pada penelitian
ini menunjukkan bahwa dalam implementasi pemindahtanganan barang milik daerah
melalui hibah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
belum sepenuhnya berhasil. Hal ini ditunjukkan pada analisis faktor kritis
komunikasi, sumber daya serta struktur birokrasi yaitu jumlah staf dan website masih
belum memadai serta kejelasan informasi dan standar operasional prosedur belum
sesuai. Sehingga peneliti merekomendasikan untuk menambahkan jumlah staf
dengan kualifikasi yang dibutuhkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Palembang. Selain itu penyampaian informasi dan penerapan standar
operasional prosedur harus disesuaikan dan diperlukan perbaikan terhadap website
agar tidak mengalami gangguan untuk kedepannya.
Kata Kunci: Implementasi, Pemindahtanganan, Hibah, BMD
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi merupakan rangkaian proses yang dilakukan untuk mewujudkan

rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan guna mewujudkan hasil akhir yang

diharapkan. Dengan kata lain implementasi ini merupakan proses pelaksanaan dari

kebijakan yang telah diatur. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi

kebijakan ialah berbagai tindakan yang digerakkan oleh sekelompok orang untuk

mencapai tujuan yang dikehendaki. Sekelompok orang tersebut mencakup pihak

swasta ataupun pemerintah. (Sutmasa, 2021:28)

Implementasi kebijakan menjadi bagian penting dalam proses sebuah kebijakan.

Menurut Edward III pengertian implementasi kebijakan ialah sebagai berikut:

“Policy implementation as we have seen is the stage of policy
making between the establishment of a policy such as the passage
of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing
down of a judicial decision, or the progmulgation of a regulatory
rule and the consequences of the policy for the people whom it
affects”. (Edward III, 1980:1)

Berdasarkan pendapat Edward, implementasi kebijakan adalah proses dari

pembentukan kebijakan. Namun dalam pelaksanaannya harus dikaji dahulu dampak

kebijakan tersebut terhadap masyarakat. Dengan demikian, proses perencanaan

kebijakan harus dilakukan secara baik dan matang sehingga tidak bertentangan

ataupun merugikan masyarakat yang terkait. Teori Implementasi Edward III

mencakup 4 faktor kritis yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur

birokrasi. Menurut Edward hasil kebijakan akan bergantung terhadap proses
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komunikasi yang dilakukan. Kebijakan akan berhasil jika proses komunikasi

dilakukan secara efektif antara pelaksana kebijakan dan organisasi atau masyarakat

terkait. Selain itu, sumber daya tak kalah penting dalam keberhasilan suatu kebijakan.

Dalam pandangan Edward, kebijakan tetap tidak akan berjalan dengan lancar jika

sumber daya tidak mencukupi walaupun dalam pelaksanaannya komunikasi telah

dilakukan dengan jelas (Pramono, 2020:50)

Penelitian terdahulu yang membahas terkait implementasi dengan menggunakan

Teori Edward III ialah jurnal dengan judul “Implementasi Pemindahtanganan Barang

Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung” oleh

Rosalinda Fatrianingsih et al. (2020). Adapun penelitian lainnya yang terkait yaitu

penelitian oleh Bendri et al. (2023), penelitian oleh Kinanti Putri Bestari dan Azhari

Akmal Tarigan (2022), Ardian Fitriyanto dan Dyah Setyaningrum (2023), dan

penelitian oleh Melani Pusparani et al (2021). Pada penelitian sebelumnya objek

barang milik daerah sudah banyak diteliti, namun penelitian yang dilakukan hanya

terkait proses penghapusan, pengelolaan dan pemanfaatan serta pemindahtanganan.

Penelitian tekait pemindahtanganan yang diteliti oleh Rosalinda Fatrianingsih et al.

(2020) hanya berfokus terhadap pemindahtanganan melalui penjualan. Berdasarkan

penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam proses

pemindahtanganan barang milik daerah melalui hibah.

Barang milik daerah merupakan salah satu hal yang krusial dalam proses

penyelenggaraan pemerintah. Dengan demikian dibutuhkan pedoman yang menjadi

acuan dalam pelaksanaannya. Aturan dasar pengelolaan barang milik daerah telah

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Dalam

peraturan ini pengelolaan aset dibahas secara komprehensif mulai dari definisi
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hingga tata cara pelaksanaannya. Barang milik daerah menurut Permendagri Nomor

19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah diartikan sebagai segala

barang yang didapatkan dari beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang

sah. Barang milik daerah juga dapat memengaruhi anggaran daerah, baik dalam hal

penggunaan (pengadaan, pemeliharaan serta perbaikan aset) ataupun pendapatan dari

aset yang dikelola (sewa dan penjualan aset). Oleh karena itu, barang milik daerah

harus dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan kontribusi

maksimal terhadap kinerja dan keuangan pemerintah daerah.

Perangkat daerah yang ditugaskan untuk mengatur barang milik daerah dan

keuangan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki tanggung jawab yang cukup besar

terutama pada proses pengelolaan aset. Ruang lingkup pengelolaan aset daerah

mencakup beberapa aspek mulai dari perencanaan dan pengadaan hingga

penghapusan barang milik daerah. Dalam menjalankan tugasnya BPKAD

berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

Pengelolaan barang milik daerah diawali dengan pengadaan barang milik daerah

dimana Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien,

efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Selain itu pengelolaan

barang milik daerah meliputi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan

pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan serta penghapusan. Dalam

pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis

dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. Jika barang

milik daerah tidak diperlukan dan tidak dapat dimanfaatkan bagi penyelenggaraan

tugas pemerintah maka barang milik daerah tersebut dapat dilakukan
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pemindahtanganan ataupun pemusnahan. Pemusnahan dapat dilaksanakan melalui

cara dihancurkan, dibakar, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lainnya. Setelahnya

baru dilakukan penghapusan dari daftar barang milik daerah. Keselurhan tugas

terkait pengelolaan barang milik daerah tersebut dilakukan oleh BPKAD.

Salah satu tugas BPKAD ialah menjaga barang milik daerah untuk

memperpanjang umur aset serta memaksimalkan fungsinya. Namun terdapat pula

kondisi barang milik daerah yang sudah tidak terawat dan mengalami kerusakan

sehingga dapat membebani daerah untuk biaya pemeliharaannya. Oleh karena itu,

pada peraturan juga diatur terkait proses pemindahtanganan barang milik daerah.

Dalam pelaksanaannya, proses pemindahtanganan dapat dilakukan melalui 4 cara,

yaitu sebagai berikut:

a.Penjualan;

b.Penyertaan modal;

c.Hibah;

d.Tukar menukar.

Proses penjualan biasanya dilakukan untuk aset yang rusak atau sudah tidak

memiliki manfaat sehingga bakalan lebih ekonomis jika dilakukan penjualan. Proses

penjualan dapat dilakukan secara langsung maupun melalui lelang. Selain itu pada

proses pemindahtanganan terdapat proses hibah, biasanya hibah dilakukan jika calon

penerima mengajukan permohonan hibah ataupun berdasarkan inisiatif Walikota.

Hibah ialah pemberian aset atau dana dari satu pihak ke pihak lainnya secara

sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Untuk melakukan hibah ada pula persyaratan

terhadap barang yg akan dihibahkan, yaitu sebagai berikut:
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a.Bukan merupakan barang rahasia negara;

b.Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau

c.Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan

pemerintah daerah.

Jika barang yang akan dihibahkan telah memenuhi persyaratan tersebut, maka

proses hibah baru boleh dilaksanakan. Lebih lanjut proses hibah telah diatur dalam

Keputusan Walikota Palembang Nomor 333 Tahun 2022 tentang Standar

Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kota Palembang. Pada lampiran standar operasional prosedur dijelaskan secara

terperinci alur proses hibah dengan menggunakan flowchart. Dalam flowchart

tersebut diatur jelas proses pelaksanaan hibah. Terdapat urutan aktivitas yang

dilakukan, siapa yang melaksanakannya, persyaratan yg dibutuhkan, Output serta

waktu pelaksanaan untuk masing-masing aktivitas. Urutan pelaksanaan hibah

dimulai dari usulan hibah atau inisiatif KDH hingga proses serah terima BMD yang

akan dihibahkan dan dilanjutkan untuk usulan penghapusan. Keputusan walikota

terkait SOP tersebut ditetapkan pada tahun 2022. Dengan adanya keputusan tersebut

diharapkan proses hibah dapat terlaksana dengan sistematis dan efisien.

Pada kenyataanya proses implementasi hibah tidak selalu berjalan sesuai dengan

apa yang telah direncanakan. Dalam beberapa keadaan, terkadang kondisi lapangan

berbeda dengan apa yang telah diatur sehingga membutuhkan penyesuaian dalam

pelaksanaannya. Berikut Standar Operasional Prosedur Hibah Barang Milik Daerah

yang berlaku di Kota Palembang.
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Gambar 1. 1 Alur Proses Hibah Barang Milik Daerah

Sumber : Lampiran Standar Operasional Prosedur Pengelolaan BMD di Lingkungan
Pemerintah Kota Palembang

Berdasarkan SOP tersebut waktu pelaksanaan hibah berlangsung selama kurang

lebih 59 sehari atau sekitar 2 bulan. Kemudian berdasarkan hasil wawancara

diketahui bahwa biasanya proses hibah berlangsung sekitar 2 atau 3 bulan. Berikut

transkrip wawancara “Proses hibah bisa cepat ataupun lama tergantung keadaan,

kurang lebih sekitar 2 atau 3 bulan” (Transkrip wawancara, 02 Agustus 2024).

Setelah ditelusuri ternyata ada pula proses hibah yang pelaksanaanya tergolong

cukup lama dengan kata lain masih kurang efisien. Berikut merupakan data hibah

masuk pada BPKAD Kota Palembang.
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Tabel 1. 1 Data Hibah Masuk Dalam Proses

No Objek Hibah Tanggal Usulan Status Hibah

1 Hibah Iva Kit dari Sekretariat
Direktorat Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Kemenkes

14 Februari 2023 Dalam Proses

2 Hibah Alat Pulse Oxymeter
Neonatus dari Kementerian
Kesehatan

9 Oktober 2023 Dalam Proses

3 Hibah Pembangunan SPAM PDAM
Binaan

1 Desember 2023 Dalam Proses

4 Hibah Bantuan Buku Siap Layan
Pojok Baca Digital dari
Perpustakaan Nasional

11 Desember 2023 Dalam Proses

5 Hibah Mesin Pemadat Sampah
2012, Instalansi Air Kotor dan Jalan
Khusus Komplek Rusunawa

18 Desember 2023 Dalam Proses

6 Hibah Bantuan Teknis
Perlengkapan Jalan (Pengadaan dan
Pemasangan Alat Peneranga)

11 Januari 2024 Dalam Proses

7 Hibah PSU Perumahan Grand Citra
Mandiri II, Perumahan Griya Bumi
Lestari dan Perumahan Bulut Baru
2

17 Januari 2024 Dalam Proses

8 Hibah Pengadaan dan Pemasangan
Pipa PVC 500m Sepanjang 8.268 m

18 Maret 2024 Dalam Proses

9 Hibah Aset Eks. Satker
Pengembangan Kawasan
Permukiman Prov. Sumsel

18 Maret 2024 Dalam Proses

10 Hibah Bus Tahun Anggaran 2010 17 April 2024 Dalam Proses
11 Hibah Pojok Baca Digital 29 Mei 2024 Dalam Proses
Sumber : Diolah penulis berdasarkan data dari BPKAD Kota Palembang

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan beberapa objek hibah terhitung sampai saat

ini yaitu bulan september 2024 masih dalam proses dan belum terselesaikan. Bahkan

5 diantaranya diajukan pengusulan hibah sejak tahun 2023. Jika dilihat dari tanggal

usulan awal yang tertera pada tabel, keseluruhan proses hibah tersebut sudah

melebihi 2 bulan sehingga dapat dikatakan proses hibah tersebut berjalan dalam

kurun waktu cukup lama. Adapun data hibah keluar yaitu sebagai berikut:
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Tabel 1. 2 Data Hibah Keluar

Objek
Hibah

Penerima
Hibah

Nomor/Tanggal

Usulan SK Naskah
Hibah BAST

1 Unit
Printer
Epson
Ecotank
L3251

Kantor
Pertanahan
Kota
Palembang

1325/16.71.
AT.02/VI/
2022

Tanggal 29 Juni
2022

475/KPTS/
BPKAD/
2022

Tanggal 30
Desember
2022

21/PH/
BPKAD/
2023
dan
KU.03.05/
01/16.71/
100/VIII/
2023

Tanggal 30
Agustus
2023

67/BA/
BPKAD/
2023
dan
472/BA-16.
71.112.03/
VIII/2023

Tanggal 30
Agustus
2023

Tanah
806 m2

Balai Besar
Wilayah
Sungai
Sumatera
VII

PS.01.02-
Ah/497

Tanggal 17
Oktober 2019

89/KPTS/
BPKAD/
2024

Tanggal 4
Maret 2024

11/PH/
BPKAD/
2024
dan
78/SPJ/
Ah/2024

Tanggal 25
April 2024

21/BA/
BPKAD/
2024
dan
78/BAST/
AH/2024

Tanggal 25
April 2024

Tanah
600 m2

Pimpinan
Daerah
Muhammad
Iyah Kota
Palembang

007/III.4/A/2018

Tanggal 10
Januari 2018

204/KPTS/
BPKAD/
2024

Tanggal 14
Juni 2024

14/PH/
BPKAD/
2024
dan
34.2A/111.
0/F/2024

Tanggal 14
Juni 2024

31/BA/
BPKAD/
2024
dan
342.B/111.
0/F/2024

Tanggal 14
Juni 2024

Sumber : Diolah penulis berdasarkan data dari BPKAD Kota Palembang

Berdasarkan Tabel 1.2 terdapat 3 proses hibah yang telah berlangsung. Dalam

SOP waktu pelaksanaan hibah berlangsung selama kurang lebih 59 sehari atau 2

bulan, akan tetapi dalam pelaksanaan proses hibah menghabiskan waktu yang cukup

lama.
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Bahkan dalam proses hibah dari pemerintah Kota Palembang kepada Balai Besar

Wilayah Sungai Sumatera VIII menghabiskan waktu yang cukup lama dari usulan

hingga serah terima hibah barang milik daerah. Hibah tersebut berupa tanah dengan

luas 806m2 yang berlokasi di Sungai Bendung, Kelurahan Sepuluh Ilir, Kecamatan

Ilir Timur Dua, Kota Palembang. Hibah tersebut pertama kali diusulkan dengan surat

dari Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII pada tanggal 17 Oktober 2019

dengan nomor surat PS.01.02-Ah/497 Perihal serah terima aset berupa tanah pompa

bendung. Namun proses serah terima hibah barang milik daerah tersebut baru terjadi

pada tanggal 25 April 2024 dengan Berita Acara Serah Terima nomor

21/BA/BPKAD/2024 dan 78/Bast/ah/2024. Dengan data diatas menunjukan bahwa

pelaksanaan hibah tanah pompa bendung yang diberikan kepada Balai Besar

Wilayah Sungai Sumatera VIII berlangsung cukup lama yaitu hampir 5 tahun.

Gambar 1. 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 439

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
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Pada gambar 1.2 dapat dilihat bahwasannya pasal 439 dalam Peraturan menteri

dalam negeri nomor 19 tahun 2016 juga mengatur terkait jangka waktu

diterbitkannya SK Penghapusan yaitu satu bulan sejak tanggal Berita Acara Serah

Terima (BAST). Sebelumnya sudah diterangkan bahwa BAST hibah tanah pompa

bendung selesai di tanggal 25 April 2024. Dengan begitu jika harus disesuaikan

dengan Permendagri maka seharusnya paling lama SK penghapusan diterbitkan pada

tanggal 25 Mei 2024. Akan tetapi, berdasarkan data yang peneliti dapatkan SK

Penghapusan tanah pompa bendung tersebut baru terbit di tanggal 28 Agustus 2024.

Oleh karena itulah proses pelaksanaan hibah dan penghapusan objek tanah pompa

bendung dianggap kurang efisien karena telah melewati waktu yang telah ditentukan.

Gambar 1. 3 Objek Hibah Berupa Tanah Pompa Bendung

Sumber : Dokumen Pada Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VII

Pada gambar 1.3 menunjukan informasi detail terkait tempat objek hibah. Dalam

hal ini pihak Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII hanya mengajukan hibah 5

persil tanah yang tergabung dilokasi tersebut, sedangkan untuk sisanya memang

dimiliki oleh Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII. Pengajuan hibah tersebut



11

didasarkan oleh adanya program sertifikasi tanah BMN tahun 2020. Oleh karena

itulah Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII mengajukan permohonan hibah

terhadap 5 persil tanah yang tersisa pada bendungan tersebut.

Ditambah lagi dari hasil wawancara diketahui bahwasannya proses hibah tanah

pompa bendung terjadi perubahan pada SK pelaksanaan hibah, NPHD dan juga

BAST. Sehingga proses hibah melewati batas waktu yang telah ditentukan pada SOP.

Sedangkan terkait dengan jumlah dan kualifikasi staf juga masih belum memadai.

Tak hanya itu, website penunjang pekerjaan juga sering kali sulit untuk diakses. Hal

tersebut juga menjadi penyebab proses hibah tanah pompa bendung semakin berlarut.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diketahui bahwa dalam implementasi

pemindahtanganan BMD melalui hibah oleh Badan Pengelolaan Barang Milik

Daerah Kota Palembang belum terlaksana dengan baik. Dalam proses pelaksanaan

hibah masih terdapat kendala yang mengakibatkan jangka waktu pelaksanaan hibah

terkadang lebih lama dari seharusnya. Beberapa diantaranya masih belum

berlangsung secara efisien sedangkan dalam standar operasional prosedur yang telah

diatur dijelaskan bahwa proses pelaksanaah hibah berlangsung sekitar 2 bulan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, diperlukan penelitian untuk mengetahui lebih

lanjut bagaimana implementasi hibah oleh BPKAD Kota Palembang. Implementasi

hibah yang efisien berarti proses hibah dilakukan secara tepat dan tidak

membuang-buang waktu dengan menghindari penundaan yang tidak perlu. Dengan

demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Melalui Hibah oleh Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah dari penelitian ini

yaitu “Bagaimana proses implementasi pemindahtanganan barang milik daerah

melalui hibah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Palembang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui dan mendeskripsikan proses implementasi pemindahtanganan barang

milik daerah melalui hibah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan menyumbangkan wawasan

pada jurusan Administrasi Publik terutama untuk penelitian yang berkaitan dengan

implementasi kebijakan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini bagi implementor pada bagian pemindahtanganan

dan penghapusan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Palembang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan perbaikan kedepannya

dalam proses pengimplementasian sehingga dapat lebih efektif dan efisien.
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1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dipaparkan

sebelumnya sangat luas, maka skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian dan

berfokus pada lamanya proses hibah berlangsung khususnya pada data hibah keluar

di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang yaitu Hibah tanah

pompa bendung seluas 806m2 yang diberikan kepada Balai Besar Wilayah Sungai

Sumatera VII.
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